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BUPATI DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DELI SERDANG
NOMOR 60 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DELI SERDANG,

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan
Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 perlu ditetapkan Peraturan Bupati Deli
Serdang tentang Penjabaran  Perubahan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

—
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 5679);

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); -

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Necgara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daérah Kabupaten Deli Serdang Nomor 10
Tahun 2021 tentang Ahggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 Nomor 10);
Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran
Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022 Nomor 2);
Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 103 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten
Deli Serdang Tahun 2021 Nomor 103);
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Menetapkan

PERATURAN

MEMUTUSKAN :
BUPATI

TENTANG

PENJABARAN

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

a.

Pasal 1
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 terdiri atas :

Pendapatan :

1. Pendapatan Asli Daerah
a) Semula
b) Bertambah/(berkurang)
Jumlah setelah perubahan

2. Pendapatan Transfer
a) Semula
b) Bertambah/(berkurang)
Jumlah setelah perubahan
3. Lain-lain Pendapatan
Daerah yang Sah
a) Semula
b) Bertambah/(berkurang)
Jumlah setelah perubahan

Belanja :
1. Belanja Operasi

a) Semula

b) Bertambah/(berkurang)

Jumlah setelah perubahan
2. Belanja Modal

a) Semula

b) Bertambah/(berkurang)

Jumlah setelah perubahan
3. Belanja Tidak Terduga

a) Semula

b) Bertambah/(berkurang)

Jumlah setelah perubahan
4. Belanja Transfer

a) Semula

b) Bertambah/(berkurang)

Jumlah setelah perubahan
Surplus/ (Defisit)

Pembiayaan :
1. Penerimaan
a) Semula
b) Bertambah/(berkurang)
Jumlah setelah perubahan
2. Pengeluaran
a) Semula
b) Bertambah/(berkurang)
Jumlah setelah perubahan
Pembiayaan Netto
Sisa lebih pembiayaan
anggaran tahun Berkenaan

Rp 1.479.436.406.744,00
Rp 25.527.957.088,00
Rp 1.504.964.363.832,00

Rp 2.451.019.494.090,00
Rp 223.169.193.997,00
Rp 2.674.188.688.087,00

Rp 272.079.450.000,00
Rp (272.079.450.000,00)
Rp 0,00

Rp 3.087.369.793.246,00
Rp 27.739.379.929,00
Rp 3.115.109.173.175,00

Rp 562.190.018.681,00
Rp 109.576.785.101,00
Rp 671.766.803.782,00

Rp 49.500.000.000,00
Rp  (20.000.000.000,00)
Rp 29.500.000.000,00

Rp 530.475.538.907,00
Rp 6.681.149.276,00
Rp 537.156.688.183,00
Rp (174.379.613.221,00)

Rp 45.000.000.000,00
Rp 147.379.613.221,00
Rp 192.379.613.221,00

Rp 18.000.000.000,00
Rp 0,00

Rp  18.000.000.000,00
Rp  174.379.613.221,00

Rp 0,00
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Pasal 2
Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini terdiri dari:

a. Lampiran | Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD
Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok,
Jenis, Objek, Rincian Objek
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan,;

b. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
Rincian Objek Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan;,

c. Lampiran Il Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima,
dan  Besaran Hibah;

d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima,

_ dan Besaran Bantuan Sosial;

2 Lmhpiran V  Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima,
dan Besaran Bantuan Keuangan
bersifat umum dan  bersifat khusus;

f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima,
dan Besaran Belanja Bagi Hasil;

g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan
Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

h. Lamplran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak

Bumi dan Pertambangan Gas Alam/
Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi
Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,
Sub  Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja
dan Pembiayaan;

Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur

Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan
Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

Lampiran X Sinkronisasi  Kebijakan = Pemerintah
Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah
Perbatasan Dalam Rancangan Perda
tentang Perubahan APBD dan Rancangan
Perkada tentang Penjabaran Perubahan
APBD dengan  Program  Prioritas
Perbatasan Negara.
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Pasal 3 Ty

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan  Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deli
Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 11 Oktober 2022
BUPATI DELI SERDANG,

Ttd

ASHARI TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam
Pada Tanggal 11 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

Ttd

DARWIN ZEIN, S.Sos
BERITA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2022 NOMOR 60

“MUHAMMAD MUSLIH SIREGAR, SH
VW NIP:-19840820 201001 1 017
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